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KATA PENGANTAR

Dunia bisnis saat ini bergerak begitu cepat. Inovasi teknologi yang
pesat, perubahan lanskap ekonomi global, dan dinamika sosial yang
terus berkembang telah menciptakan lingkungan yang kompleks
sekaligus penuh peluang. Di tengah semua ini, Hukum Bisnis berperan
sebagai kompas esensial bagi setiap pelaku usaha, dari startup yang
baru merintis hingga korporasi multinasional yang sudah mapan.
Tanpa pemahaman yang memadai tentang kerangka hukum yang
berlakuy, risiko kerugian, sengketa, dan hambatan tak terduga bisa jadi
penghambat kemajuan bisnis Anda.

Buku Hukum Bisnis Kontemporer ini hadir untuk menjembatani
kesenjangan antara teori hukum yang terkadang terasa kaku dengan
praktik bisnis sehari-hari yang sangat dinamis. Kami paham bahwa
hukum bisnis bukan sekadar pasal-pasal dan undang-undang, tapi
lebih kepada bagaimana aturan-aturan tersebut diaplikasikan dalam
keputusan strategis, operasional, dan interaksi bisnis. Oleh karena itu,
buku ini tidak hanya menyajikan dasar-dasar hukum bisnis yang
relevan, tetapi juga mengupas isu-isu terkini dan tantangan yang
dihadapi dunia usaha di era modern.

Anda akan diajak menyelami berbagai topik krusial, mulai dari
pendirian badan usaha, kontrak bisnis, perlindungan konsumen,
hingga aspek hukum dalam inovasi digital seperti e-commerce dan
perlindungan data pribadi. Kami juga membahas regulasi terkait
investasi, hak kekayaan intelektual, hingga penyelesaian sengketa
yang efektif. Setiap bab disusun untuk memberikan pemahaman yang
komprehensif, dilengkapi dengan contoh-contoh relevan yang dapat
membantu Anda mengaitkan teori dengan skenario nyata dalam
bisnis.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi
hukum, pengusaha, manajer, investor, dan siapa saja yang tertarik
untuk memahami lebih dalam bagaimana hukum membentuk dan
menggerakkan roda perekonomian. Kami berharap, melalui buku ini,
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Anda dapat membekali diri dengan pengetahuan hukum yang
memadai untuk membuat keputusan bisnis yang cerdas, mitigasi
risiko secara proaktif, dan pada akhirnya, mendorong pertumbuhan
bisnis yang berkelanjutan dan patuh hukum.

Selamat membaca, dan semoga buku ini menjadi panduan
berharga dalam menavigasi kompleksitas hukum bisnis di era
kontemporer.
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Pengantar Hukum Bisnis Kontemporer:
Definisi, Ruang Lingk dan Perk L n

&

kasus hukum yang melibatkan pelaku usaha, baik di tingkat nasional
maupun internasional, menjadi pembelajaran bahwa ketidakpahaman
terhadap aspek hukum dapat menimbulkan risiko serius, termasuk
sengketa bisnis, sanksi administratif, hingga pidana korporasi
(Prasetyo, T. & Prananingtyas, P, 2019).

Lebih dari itu, hukum bisnis kontemporer berfungsi sebagai
jembatan antara kebebasan berusaha dengan perlindungan hukum
bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Melalui
sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, diharapkan
tercipta iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu,
mahasiswa hukum, praktisi bisnis, maupun masyarakat luas, perlu
memahami dasar-dasar hukum bisnis kontemporer, baik dari sisi
substansi hukum, proses pembentukan regulasi, maupun implikasi
praktiknya dalam dunia usaha (Susanti, E. & Effendi, A., 2020).

Dengan memahami hukum bisnis kontemporer secara utuh,
setiap pelaku usaha dapat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi
global, mengantisipasi risiko hukum, dan menjalankan bisnis secara
etis dan bertanggung jawab. Pengetahuan ini juga akan memperkuat
posisi Indonesia dalam persaingan global, dengan menciptakan sistem
hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kepastian
hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kajian hukum bisnis
kontemporer menjadi sangat strategis, tidak hanya untuk kalangan
akademisi, tetapi juga bagi pemangku kepentingan di dunia usaha dan
pemerintahan.

Pengertian Hukum Bisnis Kontemporer

Hukum bisnis kontemporer merupakan cabang dari ilmu hukum yang
mengatur interaksi hukum dalam kegiatan bisnis yang berkembang
sesuai dengan dinamika zaman. Dalam perspektif ini, hukum bisnis
tidak lagi hanya mencakup aspek-aspek tradisional seperti kontrak
dagang, hukum perusahaan, atau perjanjian jual beli, melainkan juga
merespons kemunculan realitas baru seperti transaksi digital, e-
commerce, dan teknologi finansial (fintech). Menurut Munir (Fuady,
M., 2014a) dalam bukunya Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek,
hukum bisnis adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur cara
pelaku usaha menjalankan kegiatan ekonomi secara sah dan adil

dalam iklim usaha yang sehat.
Putri Maha Dewi
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Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian mengenai hukum bisnis kontemporer, sangat
disarankan agar para pelaku usaha, regulator, dan akademisi
memperdalam pemahaman terhadap dinamika hukum yang
berkembang seiring transformasi digital dan globalisasi. Dunia usaha
saat ini tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum yang kompleks,
sehingga pengetahuan hukum bukan lagi menjadi pilihan, melainkan
kebutuhan strategis. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum
bisnis harus menjadi prioritas, khususnya di kalangan pelaku UMKM
dan startup yang rentan terhadap risiko hukum.

Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu secara aktif
memperbarui regulasi agar tetap relevan dengan perkembangan
teknologi seperti e-commerce, fintech, artificial intelligence, dan
blockchain. Pembaruan regulasi ini harus dilakukan secara inklusif,
melibatkan pemangku kepentingan dari dunia usaha, akademisi, dan
masyarakat sipil. Sebagaimana disarankan oleh World Bank (2022),
pembaruan hukum yang responsif dan efisien akan berdampak
langsung terhadap peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Lembaga pendidikan dan perguruan tinggi juga disarankan untuk
memasukkan mata kuliah hukum bisnis kontemporer sebagai bagian
integral dari kurikulum, baik di jurusan hukum maupun manajemen
bisnis. Pendekatan interdisipliner sangat diperlukan agar mahasiswa
memahami tidak hanya aspek normatif, tetapi juga implikasi praktis
dari hukum dalam dunia usaha modern.

Rekomendasi selanjutnya adalah perlunya penguatan lembaga
penegakan hukum seperti OJK, KPPU, dan pengadilan niaga agar dapat
menangani sengketa bisnis secara cepat, adil, dan efisien. Dukungan
terhadap mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti
arbitrase dan mediasi juga perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan
kebutuhan pelaku usaha yang menginginkan kepastian hukum tanpa
proses yang berbelit-belit.

Terakhir, penting untuk menanamkan nilai etika dan
keberlanjutan dalam praktik bisnis. Regulasi yang baik harus diiringi
dengan kesadaran etis dari pelaku usaha untuk menjalankan bisnis
secara bertanggung jawab. Hukum bukan hanya alat pemaksa, tetapi
juga pedoman moral yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi
berjalan seiring dengan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan.

Putri Maha Dewi
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Etika dan Hukum Bisnis

Urgensi Etika dan Bisnis dalam Kehidupan

Kehidupan manusia membutuhkan interaksi dengan sesama
(hablumminannas) oleh karena interaksi antara sesama akan
melahirkan kebaikan dan keberkahan. Para pihak yang melakukan
interaksi akan diberikan kemanfaatan baik dalam kehidupan di dunia
maupun di akhirat. Simbiolis mutualisme dalam proses interaksi
tersebut akan berwujud keharmonisan yang berlangsung secara
kontinu. Kehidupan yang terjalin dari rasa saling percaya merupakan
idaman bagi manusia pada umumnya, sekalipun dalam interaksi
antara manusia seringkali muncul dispute (sengketa).

Keharmonisan yang terjalin dengan baik dan tatanan yang
dipegang teguh pihak yang melakukan hubungan hukum akan
melahirkan keadaan yang saling menguntungkan. Kondisi itu dapat
tercipta bilamana dilandasi dengan itikad baik (pacta sunt servanda)
dan niat yang tulus untuk merealisasikan kewajiban masing-masing
dalam mendukung terlaksananya prestasi (zimmah) untuk
merealisasikan isi suatu hubungan hukum atau perikatan.

Aktivitas usaha saat ini termasuk salah satu bidang kehidupan
yang banyak terpengaruh oleh kemajuan teknologi informasi (IT)
sehingga hampir semua aktivitas usaha dilakukan secara digital. Hal
ini semakin membutuhkan etika atau tata krama yang ditaati para
pihak, meskipun hal itu agak sulit untuk perbedaan latar belakang
budaya dan adat kebiasaan yang berpotensi terdapat perbedaan. Oleh
karena itu dalam hal ini sebagian ilmuwan menganggap bahwa etika
sulit untuk diterapkan secara universal karena perbedaan latar
belakang budaya, adat, dan kepercayaan (agama) yang dianut.
Meskipun hal itu dapat diatasi dengan mengedepankan sikap toleransi
dan saling pengertian antara para pihak yang bermuamalah.

Diutusnya seorang nabi dan rasul ke muka bumi, merupakan
tolak ukur pentingnya akhlak manusia dalam setiap interaksi,
termasuk dalam kegiatan usaha. Oleh sebab itu, sebelum nabi dan
rasul diutus akhlak manusia tanpa kendali dan tidak ada pedoman
(guidelines) yang dapat dipedomani. Hal itu dapat ditemukan dalam
QS. Al-Isra ayat 15, “...wamd kunnd muazzibina hattd nabéasa rasiild”
(kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul).
Rasulullah saw sebagai suri teladan dalam berbagai aspek kehidupan
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keuntungan, tetapi dengan cara yang memungkinkan semua
pemangku kepentingan lainnya juga mendapatkan bagian yang
adil. Ini mungkin berarti, misalnya, berinvestasi dalam kondisi
kerja yang lebih baik bagi karyawan atau dalam produk yang lebih
aman bagi konsumen, atau dalam mengurangi polusi bagi
masyarakat setempat, bahkan jika hal itu mengurangi bagian
keuntungan yang akan didapat pemegang saham. Teori pemangku
kepentingan, dengan demikian, menolak pandangan Friedman
bahwa sumber daya tidak boleh digunakan untuk memberi
manfaat bagi pemangku kepentingan lain dengan mengorbankan
pemegang saham (Manuel G. Velasquez, 2018:17).

3. Mengevaluasi Teori Hubungan Etika Bisnis

Manakah dari kedua pandangan ini yang benar: teori pemangku
kepentingan atau teori pemegang saham? Saat ini, banyak bisnis
menerima teori pemangku kepentingan, dan sebagian besar dari
lima puluh negara bagian AS telah mengeluarkan undang-undang
yang mengakui kewajiban bisnis kepada banyak pemangku
kepentingannya bahkan dengan mengorbankan kepentingan
pemegang saham, harus memutuskan sendiri teori mana yang
paling masuk akal dan tampaknya paling masuk akal.

Kedua teori tersebut penting bagi pandangan seseorang
tentang pertanyaan penting: Apa tujuan bisnis? Teori pemegang
saham mengatakan tujuan utama bisnis adalah untuk melayani
kepentingan pemegang saham dan dengan melakukan hal itu bisnis
di pasar yang kompetitif pada umumnya akan memberikan
manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Pandangan pemangku
kepentingan mengatakan bahwa tujuan utama bisnis adalah untuk
melayani kepentingan semua pemangku kepentingan dan dengan
demikian kepentingan semua pemangku kepentingan secara
eksplisit ditangani bahkan ketika pasar yang kompetitif gagal
mengamankan kepentingan mereka. Kita tidak dapat membahas
pertanyaan-pertanyaan penting ini lebih jauh.

Tujuan kita di sini hanya untuk menjelaskan tanggung jawab
sosial perusahaan sehingga kita dapat menjelaskan bagaimana
tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan etika bisnis. Jadi,
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bagaimana etika bisnis dan CSR terkait? Menjadi etis, menurut
sebagian besar akademisi, adalah salah satu kewajiban perusahaan
kepada masyarakat. Dalam hal ini, etika bisnis adalah bagian dari
CSR. Dalam apa yang telah menjadi deskripsi yang diterima secara
luas tentang jenis tanggung jawab sosial yang dapat dimiliki
perusahaan, misalnya, Archie Carroll menulis: Tanggung jawab
sosial bisnis mencakup harapan ekonomi, hukum, etika, dan
diskresioner yang dimiliki masyarakat terhadap organisasi.

Kemudian, adalah gagasan yang lebih besar dan lebih inklusif,
dan etika bisnis hanyalah satu bagian dari gagasan yang lebih besar
ini. Selain kewajiban etisnya, CSR perusahaan mencakup kewajiban
hukum, kontribusi ekonomi, dan kontribusi "diskresioner" atau
filantropis yang diharapkan masyarakat dari perusahaan.
Perhatikan bahwa teori pemegang saham dan teori pemangku
kepentingan dapat menerima cara mendefinisikan apa yang
termasuk dalam CSR ini. Misalnya, Friedman secara eksplisit
mengatakan bahwa perusahaan harus memenuhi harapan etika
dan hukum masyarakat, bahwa dengan mengejar keuntungan
pemegang saham, perusahaan akan memberikan Kkontribusi
ekonomi terbesar bagi masyarakat, dan bahwa perusahaan harus
memberikan kontribusi diskresioner lainnya yang perlu diberikan
agar masyarakat dapat beroperasi secara menguntungkan.

Teori pemangku kepentingan mengatakan bahwa perusahaan
harus responsif terhadap semua pemangku kepentingannya dan
itu akan mencakup pemberian kontribusi ekonomi dan
diskresioner yang diharapkan masyarakat, serta berperilaku etis
dan hukum terhadap pemangku kepentingannya. Namun,
hubungan antara etika bisnis dan CSR lebih rumit daripada yang
telah kami sarankan sejauh ini.

Seperti yang telah kita lihat, argumen yang mendasari
berbagai pandangan tentang kewajiban bisnis terhadap
masyarakat baik argumen yang mengatakan bahwa bisnis hanya
berkewajiban kepada pemegang saham, maupun argumen yang
mengatakan bahwa mereka memiliki kewajiban kepada semua
pemangku kepentingan adalah argumen etis. Friedman, misalnya,
berpendapat bahwa pemilik memiliki hak untuk mengatakan
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bagaimana perusahaan harus dijalankan karena mereka memiliki
perusahaan tersebut, sehingga manajer memiliki kewajiban untuk
melakukan apa yang diinginkan pemegang saham.

Argumen normatif untuk teori pemangku kepentingan,
seperti yang kita lihat, mengatakan bahwa kewajaran menyiratkan
bahwa bisnis memiliki kewajiban kepada semua pemangku
kepentingan. Semua konsep ini hak, kewajiban, dan kewajaran
adalah konsep etis. Jadi, etika bukan hanya bagian dari tanggung
jawab sosial perusahaan; etika juga memberikan alasan normatif
dasar untuk CSR. Paradoksnya, etika adalah salah satu tanggung
jawab sosial bisnis, tetapi bisnis memiliki tanggung jawab ini
kepada masyarakat karena itulah yang dituntut oleh etika (Manuel
G. Velasquez, 2018:17-18).
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Hukum Kontrak dan Perjanjian Bisnis

Dalam aktivitas bisnis, hubungan secara hukum antara pelaku
bisnis harus diawali dengan perjanjian atau kontrak. Perjanjian itu
akan mengikat masing-masing pihak dan menjamin agar masing-
masing pihak memperoleh haknya. Kontrak dipahami sebagai hukum
yang dikonstruksi yang artinya hukum dapat memuat norma-norma
hukum konkret dan individual yang terstruktur dalam suatu anatomi
tertentu, yang keberadaannya baik secara langsung atau tidak
langsung, hanya akan diakui jika dijelaskan secara tegas dalam sebuah
dokumen hukum sebagai akibat dari kontrak yang seharusnya ditulis.

Jadi hukum kontrak merupakan instrumen pengaman hukum
(legal cover) terhadap aktivitas bisnis baik dalam skala nasional atau
internasional, hal ini dikarenakan dalam kontrak terkandung norma
hukum atau pasal konkret dan individual yang mengatur hak dan
kewajiban para pihak sebagai refleksi dari kehendak para pihak yang
membuat kontrak untuk memperoleh keuntungan (Syaifuddin 2012).

Mengingat betapa pentingnya perjanjian untuk menjamin hak-
hak masing-masing pelaku bisnis, setiap pihak hendaknya seteliti
mungkin dalam menyusun perjanjian yang mengikatnya, agar
terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya. Lewat tulisan ini
para pelaku bisnis akan lebih memahami dalam pembuatan
perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa yang
mungkin timbul akibat dari perjanjian bisnis yang dibuat oleh para
pihak.

Fungsi Filosofis, Yuridis dan Ekonomis Kontrak

Kontrak merupakan instrumen penting dalam kehidupan sosial dan
ekonomi yang tidak hanya memiliki dimensi praktis, tetapi juga
memuat makna yang mendalam secara yuridis, ekonomis, dan
filosofis.

Fungsi filosofis kontrak yakni mencapai keadilan bagi semua
pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Secara yuridis kontrak
dirancang untuk memberikan kepastian hukum yang seimbang dan
adil bagi pembuat kontrak dan bagi pihak ketiga yang terkait
timbulnya kontrak tersebut (H.S. 2021). Apabila salah satu pihak tidak
dapat lagi mematuhi isi kontrak, maka mekanisme hukum akan
berperan untuk menyelesaikan sengketa melalui prinsip keadilan dan

Susilowardani
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yakni hak (rights), kepentingan (interest), dan status kekuasaan
(power). (Zaidun 1998) Melalui tiga cara tersebut, para pelaku bisnis
dapat memilih cara penyelesaian sengketa yang tepat yaitu melalui
dua pilihan, pertama penyelesaian sengketa dengan cara litigasi (in
court dispute settlement), kedua dengan cara non litigasi (out of court
dispute settlement).

Berdasarkan sistem hukum yang terdapat dalam perundang-
undangan Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan
kesempatan secara bebas kepada para pihak yang membuat kontrak,
untuk memilih metode penyelesaian sengketa hukum terkait kontrak
baik secara non litigasi maupun secara litigasi. Penyelesaian sengketa
hukum secara nonlitigasi terbagi menjadi:

1. Arbitrase
Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang
melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan berperan sebagai
"hakim" dalam menyelesaikan perselisihan di antara para pihak
yang berkonflik. Keputusan yang dihasilkan oleh arbiter memiliki
sifat mengikat (binding) dan berkekuatan hukum tetap.

Agar dapat menyelesaikan masalah hukum kontrak melalui
arbitrase, kedua belah pihak perlu memastikan ada atau tidak
adanya klausul arbitrase dalam kontrak yang telah mereka susun.
Fokus utama kontrak arbitrase bukan pada aspek pelaksanaan
kontrak itu sendiri, melainkan pada penetapan mekanisme dan
institusi yang memiliki kewenangan untuk menangani perselisihan
(dispute settlement atau difference) yang mungkin timbul di antara
para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut (Harahap, 2001).
Para pihak yang bersengketa juga dapat memilih lembaga arbitrase
nasional misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),
arbitrase ad hoc (temporer) maupun arbitrase internasional.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa
Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan terjemahan
dari istilah Bahasa Inggris, yakni Alternative Dispute Resolution.
Berdasarkan pendapat Hadimulyo, APS merupakan suatu konsep
yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari
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proses perundingan melalui metode yang dianggap sah
berdasarkan hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus atau
tidak berdasarkan pendekatan konsensus, (Hadimulyo, 1997)
yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi,
konsiliasi, mediasi, negosiasi atau penilaian ahli.

Sementara itu, penyelesaian sengketa secara litigasi atau di
dalam pengadilan, yang berhak mengadili yaitu pengadilan tingkat
pertama sebagai lembaga peradilan umum, yang merupakan badan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Penyelesaian
sengketa secara litigasi pada umumnya didasarkan oleh:
Pemutusan Kontrak, Pembatalan Kontrak, Perbuatan Melawan
Hukum, dan Wanprestasi (Syaifuddin 2012).
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Mengenal Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan ialah undang-undang yang mengatur tentang

bermacam-macam hal yang berkaitan dengan berbagai bisnis. Dengan

kata lain, hukum perusahaan ialah set undang-undang mengatur
semua jenis bisnis.

Hukum dagang atau KUHD adalah hukum khusus yang berlaku
untuk hukum perdata atau KUH Perdata yang memiliki sifat umum.
Sama seperti itu, hukum perusahaan juga merupakan hukum spesial
yang berlaku dalam hukum dagang. Beberapa aturan yang terdapat
dalam hukum perusahaan masih tergolong peraturan hukum yang
baru (Sentosa, 2006). Firma dan Persekutuan Komanditer tidak
termasuk badan hukum, tetapi Perseroan Terbatas, Koperasi,
Yayasan, serta BUMN seperti Perum dan Persero merupakan badan
hukum (Ali Rido, 1986).

Berdasarkan definisi perusahaan yang telah disebutkan
sebelumnya, kita dapat menyebutkan bahwa unsur-unsur yang ada
dalam sebuah perusahaan adalah: (Edhi, 2002)

1. Beberapa contoh bentuk usaha yang melakukan kegiatan ekonomi
adalah (PD) perusahaan dagang, (Fa) firma, (CV) persekutuan
komanditer, perseroan terbatas, perusahaan umum (Perum),
(Persero) perusahaan perseroan dan koperasi. Informasi tentang
bentuk hukum perusahaan yang berkaitan dapat ditemukan dalam
dokumen pendirian yang dibuat di hadapan notaris, kecuali untuk
koperasi yang dokumen pendiriannya dibuat oleh para pendirinya
sendiri dan diizinkan oleh pejabat koperasi.

2. Kegiatan ekonomi. kegiatan ini mencakup berbagai sektor seperti
industri, perdagangan, jasa, dan keuangan, yang dibahas secara
lebih terperinci antara lain: Industri mencakup berbagai kegiatan
seperti pengeboran dan eksplorasi minyak, makanan kaleng, usaha
kayu, penangkapan ikan, produksi barang kerajinan, obat-obatan,
kendaraan bermotor, rekaman bahkan pembuatan film, serta cetak
dan penerbitan. Perdagangan mencakup kegiatan seperti beli jual
barang ekspor dan impor, perdagangan di bursa efek, restoran,
toko-toko kecil, perdagangan mata uang asing, dan sewa barang.
Jasa mencakup berbagai aktivitas seperti transportasi, perbankan,
bengkel, jahit pakaian, konsultasi, serta layanan kecantikan.
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bersama, membagi biaya, membagi kontrol atas pekerjaan, dan
banyak lagi. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh koperasi adalah
sebagai berikut.

Koperasi merupakan organisasi yang bisa diikuti secara sukarela
dan terbuka oleh siapa saja yang mampu menggunakan layanan yang
ditawarkan dan bersedia menerima tanggung jawab serta memenuhi
syarat untuk menjadi anggota. Keanggotaan tidak dibatasi atau dipilih
berdasarkan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras, politik, atau
agama. Anggota memiliki hak untuk menentukan Kkebijakan dan
membuat keputusan mengenai koperasi. Koperasi berbentuk
organisasi yang demokratis, dimana anggota berperan aktif dalam
proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Setiap
anggota koperasi mempunyai hak yang sama, artinya setiap orang
memiliki satu suara, tidak peduli posisi atau peran mereka dalam
koperasi. Dengan demikian (Kartasapoetra, 2001).

Koperasi memiliki kemampuan untuk menjadi independen dan
mandiri. Koperasi memiliki potensi untuk menjadi mandiri jika
mereka memiliki peraturan yang dibuat dan disepakati bersama.
Setiap kebijakan yang akan dibuat memiliki peran yang lebih besar di
tangan anggota koperasi. Di kemudian hari, kendali ini
memungkinkan koperasi untuk berkembang dan berkembang sendiri.
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan: Koperasi menyediakan
pendidikan dan pelatihan kepada seluruh anggota, perwakilan
terpilih, pengurus, serta karyawan agar mereka bisa berperan dalam
kemajuan organisasi. Koperasi juga menyampaikan informasi kepada
masyarakat umum mengenai ciri-ciri dan manfaat yang ditawarkan
oleh koperasi. Kerja sama antar koperasi: Layanan yang diberikan
koperasi tidak hanya memenuhi kebutuhan anggota saja. Koperasi
juga memiliki prinsip untuk bekerja sama dengan koperasi lain, yang
bisa memberikan manfaat secara tidak langsung bagi masing-masing
pihak. Koperasi saling melengkapi satu sama lain; artinya, koperasi
lain bisa memenuhi beberapa kebutuhan mereka,

Kepedulian terhadap komunitas koperasi memiliki otoritas untuk
menetapkan peraturan yang disetujui bersama. Kepedulian
komunitas harus menjadi prioritas utama dalam peraturan yang
dibuat. Ketika peraturan yang ada dibuat, keuntungan komunitas
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harus dipertimbangkan. Anggota harus menjadi prioritas utama
dalam pembuatan kebijakan (Pachta, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang yang berdasarkan pada Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian, terutama pada pasal 6 - pasal 8,
dijelaskan syarat-syarat untuk mendirikan koperasi. Syarat tersebut
meliputi beberapa hal. Pertama, jenis koperasi yang akan didirikan
menentukan syaratnya, yaitu koperasi primer maupun koperasi
sekunder. Kedua, untuk koperasi primer, setidaknya ada dua puluh
(20) anggota, sedangkan untuk koperasi sekunder, setidaknya ada tiga
koperasi yang sudah berstatus hukum. Koperasi juga harus berada di
Republik Indonesia. Selain itu, koperasi harus didirikan dengan akta
pendirian yang mencakup anggaran mendasar.
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Perkembangan pesat teknologi informasi dan ekonomi global
telah memicu telah mendorong transformasi besar dalam dunia bisnis
dan keuangan. Dalam era bisnis kontemporer sekarang, sistem
keuangan masyarakat bukan hanya mengandalkan interaksi
keuangan secara fisik, namun telah mulai beralih ke sistem keuangan
digital dan global. Perbankan mempunyai peran yang sangat penting
dalam perekonomian suatu negara (Wafa, 2017). Hukum perbankan
dan keuangan memiliki peran penting dalam rangka mengatur tata
kelola, menjaga stabilitas, serta melindungi kepentingan publik dalam
sistem keuangan digital yang semakin kompleks.

Konsep Hukum Perbankan dan Keuangan

Hukum perbankan merupakan bagian dari studi hukum ekonomi yang
mengatur segala aspek kegiatan perbankan, termasuk pembentukan,
operasional, hingga pengawasan terhadap bank. Sementara itu,
hukum keuangan mencakup aturan yang mengatur segala transaksi
keuangan, baik oleh lembaga keuangan formal (bank, asuransi,
sekuritas) maupun pelaku usaha non-lembaga.

Keduanya saling terkait dan menjadi dasar hukum dalam
menjalankan aktivitas bisnis modern yang sangat bergantung pada
stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan. Perbankan di era
sekarang bukan lagi hanya sekedar kegiatan simpan dan pinjam, akan
tetapi keberadaannya sangat berkaitan dengan sistem pembayaran
maupun berjalannya suatu bisnis.

Perkembangan pesat teknologi informasi dan ekonomi global
telah memicu transformasi besar dalam sektor bisnis dan keuangan.
Kini, masyarakat tidak lagi sepenuhnya mengandalkan transaksi
keuangan secara langsung (fisik), melainkan mulai beralih ke sistem
digital yang terhubung secara global. Di tengah perubahan ini, hukum
perbankan dan keuangan memainkan peranan vital dalam menjaga
tatanan, memastikan stabilitas, dan melindungi kepentingan
masyarakat di era keuangan digital yang semakin kompleks.

Hukum perbankan sendiri merupakan bagian dari hukum
ekonomi yang fokus mengatur berbagai aspek kegiatan perbankan
mulai dari pendirian hingga pengawasan operasional bank. Sementara
itu, hukum keuangan mencakup aturan untuk transaksi keuangan baik
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4. Risiko Sistemik dan Konektivitas Global
Industri 4.0 telah mendorong sistem keuangan yang berintegrasi
secara global, bukan lagi pada nasional negara. Hal ini merupakan
buah dari pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan pola
sosial ekonomi masyarakat global. Sehingga apabila ada kondisi
suatu negara atau beberapa negara sedang tidak kondusif dapat
berdampak secara internasional.

Lalu lintas transaksi digital antar negara sering digunakan
untuk transaksi ilegal seperti money laundry dan pendanaan
aktivitas terorisme.

Hukum Perbankan perlu mengatur tata kelola risiko keuangan
sistemik, transparansi keuangan lintas batas negara, dan kerja
sama internasional guna pengawasan keuangan.

5. Tantangan Etika & Kepatuhan Hukum di Era Al (Artificial
Intelligence)
Dampak lain dari pesatnya teknologi industri 4.0, membuat
ketergantungan suatu sistem industri tidak lagi pada individu
manusia, melainkan mulai beralih ke penggunaan robot dan
Artificial Intelligence (Al). Dalam proses robotic dan Al, penggunaan
algoritma dalam pengambilan keputusan kredit, investasi, ataupun
bisnis berisiko bias, diskriminatif, dan dapat melanggar hak-hak
konsumen. Hukum Perbankan harus mampu menjangkau dan
menetapkan batasan etis dan tanggung jawab lembaga keuangan
terhadap otomatisasi sistem keuangan yang digunakan.

Perkembangan Sistem Keuangan dan Global

Sistem keuangan telah berkembang dari sistem lokal tradisional
dengan menggunakan emas dan perak sebagai nilai tukar dengan
barang komoditi. Kemudian pada era industri 4.0 ini sistem digital
digunakan sebagai dampak berkembang pesatnya globalisasi dan
teknologi.

Banyaknya perubahan yang terjadi di Perbankan Indonesia
bukan hanya disebabkan oleh kemajuan internal perbankan, akan
tetapi juga kemajuan dalam sektor riil seperti ekonomi, politik, hukum
dan sosial (Elyana Novira, 2024). Perbankan Indonesia harus siap
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dengan inovasi digital banking dengan cepat. Perubahan ini akibat
dari perkembangan teknologi keuangan (fintech) dan revolusi industri
4.0 (digital industry). Hal inilah yang membawa perbankan Indonesia
ke era yang baru yaitu perbankan digital (Gita Putri Maulidya Nur,
2021).

Bank Indonesia selaku bank sentral dalam tugasnya sebagai
pelaksana otoritas moneter memiliki peran penting dalam rangka
perlindungan nasabah (masyarakat). Dalam wupayanya dalam
melindungi nasabah (konsumen perbankan), Bank sentral dapat
menerapkan hukum pidana, hukum perdata, maupun melalui hukum
administrasi negara.

Menurut Sentosa Sembiring, risiko perbankan dalam
melaksanakan usahanya adalah suatu hal yang tidak mungkin
dihindari. Bank diwajibkan memiliki sertifikat risiko bagi pengelola
bank dan lembaga keuangan. Selain sertifikat risiko, bank juga harus
menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap
proses pengambilan keputusan (Dr. Sentosa Sembiring, 2012).

Perkembangan keuangan global memberikan banyak manfaat
seperti efisiensi transaksi lintas negara. Di sisi lain, hal ini juga
memberikan banyak tantangan sekaligus masalah baru di tingkat
nasional maupun internasional. Perbankan dituntut untuk melakukan
transformasi teknologi secara etis, melakukan adaptasi regulasi, serta
berkolaborasi dengan internasional untuk menciptakan suasana
digital yang tetap aman, adil, dan inklusif.
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hukum Asuransi dan Reasuransi

Ruang Lingkup Hukum Asuransi

Asuransiadalah instrumen yang sangat penting untuk dunia keuangan
dan manajemen risiko. Peran asuransi sangat besar dalam melindungi
individu ataupun instansi dari berbagai ketidakpastian. Risiko adalah
bagian dari kehidupan sehari-hari yang tak bisa dihindari. Ini
termasuk risiko kesehatan, kecelakaan, bencana alam, dan kerugian
lain yang dapat terjadi secara finansial. Oleh karena itu, pemahaman
yang baik tentang asuransi adalah kebutuhan ketika datang ke
asuransi. Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi
bersumber dari keinginan wuntuk mengatasi ketidakpastian
(uncertainty). Setiap pihak, baik secara pribadi maupun sebagai
pelaku bisnis, dapat menghadapi risiko dari bahaya yang terkait
dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk
mengatasi bahaya kerugian yang dapat ditimbulkan oleh
ketidakpastian ini. Risiko dapat disebabkan oleh berbagai peristiwa
yang tidak dapat diprediksi, seperti kerusuhan, sabotase, terorisme,
kecelakaan, penyakit, ketidaktahuan, ketidakmampuan, kesalahan,
atau kegagalan. Penanganan setiap risiko bisa jadi berbeda.

Asuransi adalah mekanisme tentang pengelolaan risiko terkait
dengan adanya proses pengalihan risiko dari satu pihak penanggung
yaitu perusahaan asuransi ke pemegang polis/tertanggung/peserta
asuransi. Pihak tertanggung dapat juga disebut konsumen. Konsumen
dapat perorangan atau badan hukum, dan mempunyai kewajiban
untuk membayar premi asuransi dengan sejumlah uang yang telah
ditentukan dan dalam jangka waktu penanggungan yang disepakati.
Hubungan timbal balik yang terjadi pada para pihak yaitu setelah
pemenuhan kewajiban tertanggung atau konsumen, maka kewajiban
penanggung atau perusahaan asuransi yaitu memberikan ganti
kerugian atau manfaat atas klaim yang diajukan tertanggung apabila
risiko yang ditanggung terjadi atau telah memenuhi jangka waktu
yang disepakati untuk jenis asuransi tertentu. Pemenuhan hak
konsumen selaku tertanggung apabila mengajukan klaim atas risiko
yang terjadi kadang kala mengalami kendala, yaitu tidak bisa
dicairkan manfaat atau ganti kerugian yang dijanjikan atau terlambat
dalam pemenuhan dengan alasan tidak sesuai dengan kesepakatan
polis dan lain sebagainya. Melihat fenomena yang terjadi,

m Rr. Yunita Puspandari




hukum Asuransi dan Reasuransi

Prinsip kontribusi ini atau sering disebut sebagai prinsip
saling menanggung bisa berlaku juga pada reasuransi dan tidak
hanya dalam penerapan perjanjian asuransi saja (KAMAH, 2015)

Contoh Kasus: Tono mengasuransikan rumahnya pada dua
perusahaan asuransi, yaitu Asuransi A dan Asuransi B, dengan
jumlah pertanggungan yang sama. Saat terjadi kebakaran, kerugian
rumahnya sebesar Rp 100 juta. Penjelasan: Berdasarkan prinsip
kontribusi, Tono tidak akan menerima Rp 100 juta dari masing-
masing perusahaan. Sebaliknya, kedua perusahaan asuransi akan
membagi pembayaran klaim secara proporsional, sehingga masing-
masing perusahaan membayar Rp 50 juta. Prinsip kontribusi
mencegah Tono mendapatkan keuntungan dari klaim ganda yang
melebihi nilai kerugian yang sebenarnya.

6. Proximate Cause (Penyebab Terdekat)

Prinsip proximate cause atau penyebab terdekat dalam asuransi
adalah konsep yang digunakan untuk menilai penyebab utama dari
suatu kerugian ketika terjadi klaim. Prinsip ini memastikan bahwa
perusahaan asuransi hanya akan memberikan ganti rugi untuk
kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang tercakup dalam
polis. Apabila penyebab utama kerugian bukan termasuk dalam
cakupan risiko yang dijamin, maka klaim dapat ditolak. Dengan
kata lain, prinsip ini membantu membedakan antara risiko yang
dapat ditanggung asuransi dan yang tidak.

Contoh Kasus: Rumah Yanto mengalami kerusakan parah
akibat kebakaran. Kebakaran tersebut disebabkan oleh ledakan gas
di dapurnya, namun polis asuransi Yanto hanya mencakup risiko
kebakaran, bukan ledakan gas. Penjelasan: Dalam prinsip
proximate cause, perusahaan asuransi perlu menilai penyebab
utama kerugian. Dalam kasus ini, meskipun kebakaran diakibatkan
oleh ledakan gas, kerugian yang ditanggung adalah kebakaran,
yang merupakan risiko yang dicakup dalam polis asuransi. Oleh
karena itu, perusahaan asuransi tetap akan membayar klaim Yanto.
Prinsip ini memastikan bahwa penanggung hanya membayar klaim
yang disebabkan oleh risiko yang ditanggung dalam polis.
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Lembaga Reasuransi
Pengaturan mengenai reasuransi diatur secara umum dalam KUHD,
yaitu Pasal 271 yang menyatakan bahwa “reasuransi adalah asuransi
dari asuransi/asuransinya asuransi”’. Reasuransi merupakan sebuah
upaya pada bidang jasa keuangan non bank yang memiliki fokus
untuk memberikan perlindungan hukum kepada satu pihak asuransi
terutama dalam pengalihan risiko dan mengatasi risiko yang pada
perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang dikenal dalam
perjanjian asuransi (Wetmen Sinaga, 2022). Reasuransi adalah
perjanjian yang terjadi antar pihak penanggung (insurer) dan
penanggung ulang atas dasar perjanjian ini maka penanggung ulang
mempunyai hak untuk menerima premi dari penanggung yang
nominalnya telah ditetapkan dan disepakati, dan penanggung ulang
mempunyai kewajiban untuk membayar ganti kerugian yang dialami
oleh tertanggung sebagai akibat adanya risiko yang terjadi pada
asuransi yang dibuat antara penanggung (insurer) dan tertanggung.
Penyelenggaraan reasuransi di Indonesia diatur dalam beberapa
aturan terkait yaitu “Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 422 /KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 Perizinan Usaha Dan
Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, Dan
Reasuransi Syariah; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor
69/P0JK.05/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan
Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembubaran,
Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah”
dan aturan lainnya. Unsur reasuransi: (a). bukan termasuk asuransi
rangkap; (b). Penanggung adalah pihak nya (c). Kepentingannya
adalah tanggung jawab pada asuransi pertama. Polis reasuransi dapat
disusun dengan melihat beberapa klausula sebagai berikut :
1. Syarat-syarat dan klausula-klausula yang terdapat pada polis
asuransi terdapat pula dalam polis reasuransi;
2. Kerugian yang wajib diganti oleh penanggung wajib diganti oleh
penanggung ulang baik seluruh maupun sebagian;
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3. Perubahan syarat-syarat dan janji-janji dalam polis asuransi harus
mendapat  persetujuan dari penanggung ulang yang
mengakibatkan perubahan pula syarat-syarat dan janji-janji dalam
polis reasuransi;

4. Sampai berapa besar jumlah risiko yang ditanggung reasuransi
bergantung pada perjanjian yang diadakan antara mereka.

Ketika polis reasuransi tertulis “pay as may be paid” diartikan
bahwa penanggung ulang hanya berkewajiban mengganti kerugian
apabila penanggung menurut hukum berkewajiban mengganti
kerugian. Berdasarkan klausula tersebut maka adanya reasuransi
supaya kewajiban membayar ganti kerugian oleh penanggung
(insurer) kepada tertanggung tidak terhalang, maka perlu ada
penanggung ulang. Dengan demikian, penanggung ulang wajib
membayar ganti kerugian yang dialami tertanggung menurut
perjanjian yang dibuat penanggung (insurer) dan penanggung ulang
(reasuransi).
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Gambar 7.2: Realisasi Penanaman Modal Indonesia
(Kuartal 1/2014-Kuartal 111/2014)
Sumber: (Asworo et al., 2024)
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Saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (UU PM), yang menggantikan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri dalam hal pengaturan penanaman modal. Merujuk pada
UU PM, pada prinsipnya materi muatan di dalam UU PM mengatur
segala hal ikhwal berkaitan dengan pengaturan Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).
Dalam proses perkembangannya, regulasi mengenai penanaman
modal telah mengalami perubahan pada beberapa Pasal sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(UU Cipta Kerja) yang mengatur perizinan untuk mendirikan usaha
penanaman modal (Pertiwi Darmayanti & Sumerta Yasa, 2022).

Konsep Hukum Penanaman Modal

Dalam proses perkembangannya, regulasi mengenai penanaman
modal telah mengalami perubahan pada beberapa Pasal sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
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3. Investasi berdasarkan sumber pembiayaan

Investasi jenis ini berfokus pada aspek pembiayaan yang dimulai

sejak dana diperoleh. Investasi ini kemudian diklasifikasikan

menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Investasi yang menggunakan dana domestik (PMDN) dengan

investor berasal dari dalam negeri.; dan

b. Investasi modal asing (PMA) yang pendanaannya berasal dari

investor luar negeri.

4. Investasi berdasarkan bentuk

Jenis investasi ini merupakan jenis investasi berdasarkan bagaimana

investasi dilakukan. Investasi jenis ini mencakup:

a. Investasi langsung dilakukan secara langsung oleh pemilik

modal; dan

b. Investasi tidak langsung, sering kali disebut juga sebagai

portofolio investasi.

Investasi langsung umumnya melibatkan peran aktif pemilik
modal dalam proses pengelolaan usaha. Bentuknya dapat berupa
pendirian perusahaan patungan (joint venture) bersama mitra lokal,
kerjasama operasional (joint operation) tanpa membentuk entitas
baru, pengubahan pinjaman menjadi kepemilikan mayoritas di
perusahaan lokal, penyediaan bantuan teknis dan manajerial,
maupun pemberian lisensi. Sebaliknya, investasi tidak langsung
biasanya merujuk pada penanaman modal bersifat jangka pendek
yang dilakukan melalui instrumen pasar uang dan pasar modal
Investasi ini dikategorikan sebagai jangka pendek karena transaksi
jual beli saham maupun valuta asing (valas) dilakukan dalam waktu
singkat, yang umumnya dipengaruhi oleh fluktuasi harga saham atau
nilai tukar mata uang. Ada beberapa hal yang membedakan investasi
langsung dan tidak langsung, antara lain:

a. Padainvestasi tidak langsung, pemegang saham tidak memiliki
kendali atas operasi harian perseroan;

b. Dalam investasi langsung, pemegang saham bertanggung
jawab atas risiko yang terkait. Oleh karena itu, mereka tidak
dapat menggugat perusahaan yang menggugat perusahaan
yang beroperasi.; dan

c. Hukum kebiasaan internasional biasanya tidak melindungi
investasi tidak langsung dari kerugian.
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Penutup

Berdasarkan pembahasan mengenai hukum penanaman modal di
atas, dapat dipahami bahwasanya penanaman modal Merupakan
faktor utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi negara. Di
samping itu juga, perlu diperhatikan bahwasanya peran PMDN atau
PMA masih didominasi di Pulau Jawa, hal tersebut menunjukkan
bahwa penanaman modal di Indonesia masih belum merata di semua
wilayah. Dengan terbitnya UU Cipta Kerja dan peraturan
pelaksanaannya terkait dengan kemudahan berusaha, diharapkan
kemudahan dalam hal penanaman modal di daerah-daerah seluruh
wilayah Indonesia dapat merata dan mendorong angka pertumbuhan
ekonomi secara nasional sesuai dengan tujuan pemerintah.
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Sejarah Pasar Modal
Sejarah awal kemunculan pasar modal di Indonesia dapat ditelusuri
hingga masa kolonial Belanda sekitar tahun 1878. Saat itu, sejumlah
perusahaan mulai menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas
dan mencatatkannya di bursa, menandai fase pertumbuhan awal
pasar modal nasional. Namun, kemajuan ini terhambat ketika Perang
Dunia II berlangsung antara tahun 1942 hingga 1945, bersamaan
dengan berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa
tersebut, kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang tidak stabil
menyebabkan aktivitas pasar modal menurun drastis, seiring dengan
resesi yang melanda beberapa negara. Krisis ekonomi yang terjadi di
Indonesia pada era 1960-an pun membuat sektor pasar modal
semakin lesu, tanpa menunjukkan kemajuan yang berarti. Barulah
memasuki era Orde Baru, terutama menjelang akhir dekade 1980
hingga awal 1990-an, pembangunan ekonomi nasional mulai
membuahkan hasil, dan pasar modal kembali menunjukkan geliat
positifnya. Sayangnya, momentum tersebut kembali terguncang
ketika Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997. Inflasi
melonjak tajam dan nilai tukar rupiah merosot tajam terhadap dolar
Amerika. Akibatnya, pasar modal pun terpukul hebat indeks harga
saham yang sebelumnya mencapai angka sekitar 700 terjun bebas ke
kisaran 200. Krisis ini turut menyeret kondisi ekonomi Indonesia ke
dalam keterpurukan serius, yang kemudian memicu ketidakstabilan
sosial dan politik di dalam negeri (Sawidji Widoatmojo, 2015).
Setelah melalui masa vakum tanpa adanya aktivitas penawaran
saham publik selama periode 1984 hingga 1988, sektor pasar modal
Indonesia mulai menggeliat kembali pasca deregulasi tahun 1989.
Tahun tersebut menjadi titik balik penting ketika 37 perusahaan
secara serentak melangsungkan penawaran umum perdana dan
mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (BE]), yang kemudian
memicu antusiasme masyarakat luas untuk berpartisipasi sebagai
investor pasar modal. Momentum positif tersebut berlanjut dengan
lahirnya sejumlah lembaga penting dalam infrastruktur pasar modal
nasional, seperti berdirinya PT Bursa Efek Surabaya (BES) pada 16
Juni 1989, dilanjutkan dengan pembentukan Bursa Paralel Indonesia
(BPI) pada 2 April 1991, serta pendirian PT Bursa Efek Jakarta (BE])
pada 13 Juli 1992 yang mengambil alih fungsi operasional bursa dari
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Sebagai pengatur internal, Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki
kewenangan untuk menetapkan aturan operasional yang wajib
dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Aturan ini bertujuan menjaga
kepatuhan terhadap etika dan regulasi bursa. Salah satu prinsip utama
yang dijunjung BEI adalah transparansi informasi, yang mendorong
keterbukaan laporan perusahaan agar mudah diakses investor,
sekaligus membangun kepercayaan terhadap pasar modal.

BEI juga bertugas mencegah praktik tidak etis seperti insider
trading, manipulasi harga, penipuan, dan bentuk kecurangan lainnya.
Dengan menjaga keadilan dan integritas pasar, BEl menciptakan iklim
investasi yang sehat. Selain itu, BEI mendorong inovasi dengan
menghadirkan produk keuangan baru untuk memperluas pilihan
investasi dan meningkatkan daya tarik pasar modal. (Bernard
Nainggolan, 2023)

Dalam kerangka ekonomi Islam, keberadaan pasar modal
merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari
dinamika sektor keuangan suatu negara. Mekanisme transaksi jual
beli saham di dalamnya berkaitan erat dengan proses penawaran
umum dan pelaksanaan perdagangan melalui lembaga resmi, yaitu
Bursa Efek. Di Indonesia, lembaga ini dikenal sebagai Bursa Efek
Indonesia (BEI), yang berfungsi sebagai penyedia infrastruktur
transaksi efek (Saidin & Yessi, 2018).

BEI turut memainkan peran strategis dalam mendorong
perkembangan pasar modal syariah di Tanah Air. Salah satu upaya
yang dilakukan adalah melalui program edukasi pasar modal berbasis
syariah, yang bertujuan memperluas distribusi informasi serta
membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya investasi
yang sesuai dengan prinsip Islam. Program ini tidak hanya difokuskan
pada penyampaian informasi, tetapi juga diarahkan untuk
meningkatkan literasi keuangan umat, khususnya dalam hal investasi
di instrumen saham syariah. Dengan demikian, masyarakat dapat
berperan aktif sebagai investor yang memahami nilai-nilai syariah
dalam bertransaksi di pasar modal.
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Pendahuluan

Saat ekonomi suatu negara bertumbuh dan semakin banyak orang
terlibat dalam perdagangan, permintaan pinjaman dan prosedur
untuk mendapatkannya pun meningkat. Menurut Imaniyati dan Putra
(2016), untuk menjaga keamanan dari pemberian kredit tersebut,
yakni untuk memastikan bahwa utang dari pihak yang meminjam
aman, maka diperlukan adanya jaminan.

Bank menyiapkan prosedur keamanan untuk mencegah
hilangnya dana yang disalurkan melalui kredit. Kemungkinan kredit
buruk masih ada, bahkan dalam situasi ideal dan dengan analisis
terbaik. Menurut Kasmir (2008), dalam kebanyakan kasus, debitur
diharuskan untuk memberikan agunan sebagai bentuk jaminan.
Agunan berfungsi untuk melindungi kredit dari kemungkinan
kerugian, baik yang disengaja maupun tidak.

Bahsan (2010) melaporkan, agunan biasanya diberikan oleh
peminjam kepada pemberi pinjaman dalam proses peminjaman dan
peminjaman uang di masyarakat. Barang-barang itu sendiri dapat
berfungsi sebagai jaminan material dalam kasus agunan utang, atau
janji untuk menanggung utang secara pribadi dapat digunakan dengan
cara yang sama.

Pengaturan yang terdapat dalam KUHPerdata menciptakan
berbagai kategori benda dengan karakteristik masing-masing, tanpa
mengabaikan pendekatan ilmiah agar bisa dipertanggungjawabkan
secara logis. Setiap benda yang dikelompokkan berpasangan,
mengikuti sistem tertentu yang memberikan dampak berbeda ketika
benda tersebut digunakan sebagai objek dalam transaksi. Untuk
mencapai efisiensi yang ditargetkan di pasar yang sibuk, diperlukan
ketepatan yang tepat saat menggabungkan kategori item dengan
tindakan transaksi perusahaan (Moch.Isnaeni, 2017).

Jenis - jenis Jaminan Dalam Bisnis

1. Jaminan Fidusia
Kata “fidusia” berasal dari kata Latin “fides”, yang berarti
kepercayaan, sementara agunan mengacu pada aset moneter yang
ditransfer debitur kepada kreditur sebagai jaminan pembayaran
kembali pinjaman (Munir Fuady, 2005).
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bukti pencapaian dengan imbalan pembayaran moneter; sekuritas
dapat diwariskan dari satu pihak ke pihak lain atau ditransfer ke
pihak ketiga dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang ditujukan
kepada pemilik dokumen (Munir Fuady, 2005).

. Jaminan Perorangan

Menurut Salim (2014), kata "borgtocht" merupakan asal usul frasa
"jaminan pribadi". Sebagian orang menganggapnya sebagai
jaminan yang tidak berarti. Menurut Rustam (2017), jaminan
pribadi, atau lebih umum disebut guarantee, adalah kata bahasa
Inggris untuk ini.

Menurut Meliala (2012), dalam jaminan pribadi, kata
"individu" dipahami sebagai subjek hukum, yang dapat mencakup
orang perseorangan dan perusahaan. Oleh karena itu, jaminan
pribadi ini dapat berbentuk janji individu atau janji perusahaan,
yang terakhir lebih umum di antara badan hukum dan bisnis.

Rustam (2017) menjelaskan, oleh karena aset pihak ketiga
hanya merupakan jaminan atas pelaksanaan perjanjian yang
dibuat, jaminan pribadi tidak memberikan hak prioritas pada
barang-barang tertentu; sebaliknya, ia membentuk hubungan
langsung dengan orang atau pihak ketiga tertentu.

Siapa pun atau badan apa pun dapat memberikan jaminan
pribadi. Jaminan perusahaan adalah ketika perusahaan hukum
memberikan jaminan atau penjaminan, berbeda dengan individu
yang memberikan jaminan pribadi. Menurut Rustam (2017),
identitas pihak ketiga yang menawarkan jaminan kepada kreditur
merupakan perbedaan utama, setidaknya secara teori. Jadi, dengan
pengecualian tindakan yang secara tegas diberikan untuk jaminan
perusahaan, hampir semua prinsip dan hukum yang berlaku untuk
jaminan pribadi juga akan berlaku untuk jaminan perusahaan.

Menurut Simanjuntak (1986), jaminan bank, yang merupakan
jenis jaminan pribadi, sangat umum dalam industri perbankan.
Karena status hukumnya, bank dapat bertindak sebagai penjamin
dalam situasi ini. Jika debitur tidak dapat melaksanakan
kewajibannya, penjamin akan turun tangan dan membayar utang
kreditur. Beginilah cara kerja jaminan pribadi untuk meyakinkan
pemberi pinjaman bahwa investasi tersebut tidak akan sia-sia.
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Menurut Meliala (2012), pada KUH Perdata, ada tiga macam
jaminan pribadi:
a. Perjanjian penanggungan (Pasal 1820);
b. Perjanjian garansi (Pasal 1316);
c. Perjanjian tanggung menanggung/tanggung renteng (Pasal
1278).
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Latar Belakang Hukum Perlindungan Konsumen

Ditengah riuhnya aktivitas ekonomi modern, Dimana setiap individu
adalah konsumen, yang sering kali muncul kebutuhan krusial untuk
melindungi pihak yang kerap kali berada pada posisi yang lemah.
Hukum Perlindungan Konsumen hadir sebagai jembatan keadilan
yang memastikan bahwa setiap transaksi, tidak hanya keefisienan saja
tetapi juga bentuk keadilan, transparan, serta pertanggungjawaban
demi kepentingan bersama.

Hukum perlindungan konsumen sebagai salah satu cabang
hukum yang esensial dalam sistem hukum modern, bertujuan untuk
menciptakan kestabilan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan
konsumen. Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi yang
pesat, praktik bisnis semakin kompleks, dan tidak jarang posisi
konsumen menjadi lebih rentan. Konsumen seringkali dihadapkan
pada informasi yang tidak seimbang, praktik bisnis, produk serta
layanan yang kurang baik.

Di Indonesia, perlindungan konsumen telah ada sejak lama,
payung hukum yang komprehensif terwujud dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK). UUPK menjadi tonggak penting dalam upaya
negara dalam melindungi hak dan kewajiban konsumen maupun
pelaku usaha. Kehadiran UUPK didasari oleh pemikiran bahwa
konsumen adalah subjek yang memiliki hak fundamental, dan bahwa
pasar tidak selalu mampu mengoreksi dirinya sendiri untuk menjamin
keadilan bagi semua pihak. Tujuan utamanya memberikan
pemahaman yang tentang kerangka hukum yang ada, tantangan yang
dihadapi, serta pengembangan hukum perlindungan konsumen di
masa depan. Pemahaman ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
konsumen, pelaku usaha, akademisi, praktisi hukum, dan pembuat
kebijakan dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkeadilan.

Konsep Dasar dan Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen
Hukum perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan hukum
publik yang mengandung unsur-unsur hukum perdata (kontrak,
perbuatan melawan hukum) dan hukum pidana (sanksi bagi
pelanggaran). Beberapa konsep dan prinsip dasar yang mendasari
hukum perlindungan konsumen:
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Pencabutan izin usaha. Denda administratif. Sanksi administratif
ini bertujuan untuk memaksa pelaku usaha mematuhi ketentuan
hukum dan memperbaiki perilakunya. Sanksi Pidana (Pasal 61-63
UUPK).

Tantangan dan Peluang Hukum Perlindungan Konsumen

Tantangan Hukum Perlindungan Konsumen:

1. Rendahnya Kesadaran Konsumen: Banyak konsumen yang belum
sepenuhnya memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara
menyalurkan keluhan atau menuntut haknya. Ini seringkali
menyebabkan konsumen pasrah atau enggan untuk bertindak.

2. Kesenjangan Informasi dan Kekuatan Negosiasi: Pelaku usaha
seringkali memiliki informasi yang lebih lengkap tentang produk
atau jasa mereka, serta kekuatan negosiasi yang lebih besar
dibandingkan konsumen, terutama dalam konteks kontrak baku.

3. Perkembangan Teknologi dan E-commerce: Perdagangan
elektronik (e-commerce) membawa tantangan baru, seperti
masalah yurisdiksi untuk transaksi lintas negara, keaslian produk,
keamanan data pribadi konsumen, dan mekanisme penyelesaian
sengketa online yang efektif. UUPK belum secara spesifik
mengakomodasi semua aspek transaksi digital.

4. Efektivitas Penegakan Hukum: Meskipun ada sanksi, penegakan
hukum di lapangan terkadang belum optimal, baik dari sisi
pengawasan maupun eksekusi putusan.

5. Koordinasi Antar Lembaga: Banyak lembaga yang terlibat dalam
perlindungan konsumen, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Koordinasi yang kurang efektif dapat menyebabkan tumpang
tindih kewenangan atau sebaliknya, kekosongan pengawasan.

6. Kapasitas BPSK: Tidak semua BPSK memiliki kapasitas dan sumber
daya yang memadai untuk menangani volume sengketa yang ada.

Peluang Hukum Perlindungan Konsumen:

1. Revisi UUPK: Ada kebutuhan untuk merevisi UUPK agar lebih
relevan dengan perkembangan zaman, khususnya terkait dengan
transaksi digital, perlindungan data pribadi konsumen, dan praktik
bisnis yang semakin kompleks.
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2. Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen: Meningkatkan
kapasitas BPSK, BPKN, dan LPKSM agar lebih efektif dalam
menjalankan tugasnya, termasuk penyediaan sumber daya
manusia dan teknologi.

3. Literasi dan Edukasi Konsumen: Program edukasi yang masif dan
berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran
konsumen akan hak-hak mereka dan cara melindunginya.

4. Harmonisasi Peraturan: Memastikan harmonisasi antara UUPK
dengan undang-undang sektoral lainnya (misalnya UU ITE, UU
Pangan, UU Jasa Keuangan) agar tidak terjadi tumpang tindih atau
kekosongan hukum.

5. Pengembangan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Online (ODR):
Mengembangkan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan
mudah diakses untuk transaksi online, mungkin melalui platform
digital yang terintegrasi.

6. Peran Aktif Pelaku Usaha: Mendorong pelaku usaha untuk
mengadopsi prinsip-prinsip bisnis yang bertanggung jawab dan
etis sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance).

Kesimpulan

Hukum perlindungan konsumen adalah pilar penting dalam menjaga
keseimbangan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Mekanisme
penyelesaian sengketa yang beragam, mulai dari musyawarah
mufakat, BPSK, LPKSM, hingga jalur litigasi di pengadilan,
memberikan pilihan bagi konsumen untuk menuntut haknya.
Ancaman sanksi administratif dan pidana menjadi instrumen
penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.
Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya kesadaran
konsumen, pesatnya perkembangan teknologi, dan efektivitas
penegakan hukum masih menjadi pekerjaan rumah. Prospek
pengembangan hukum perlindungan konsumen terletak pada revisi
regulasi, penguatan lembaga, peningkatan literasi, dan harmonisasi
peraturan untuk menciptakan iklim bisnis yang semakin adil dan
aman bagi konsumen.
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Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai Peran Prinsip Persaingan Usaha
Sehat dalam Pembentukan Pilar Ekosistem Bisnis yang Berkelanjutan.
Hukum persaingan usaha merupakan gabungan dari kata hukum dan
persaingan usaha Istilah hukum dan persaingan usaha digabungkan
untuk membentuk hukum persaingan usaha. hukum berfungsi sebagai
levensvoorschriten, maka hukum selalu sejalan dengan keadaan dan
kondisi masyarakat. Borst menyatakan hukum terdiri dari semua
peraturan yang mengatur perilaku dan kegiatan sosial yang dapat
diberlakukan dan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan atau
ketertiban. Menurut Utrecht dan Van Apeldoorn, sulit untuk
mendefinisikan hukum secara tepat. Hubungan orang dengan satu
sama lain atau dengan anggota masyarakat lainnya diatur oleh hukum.
Struktur hubungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dalam
beberapa cara, diantaranya perkawinan, perjanjian, dan lainnya
(Nusantara, 1999).

Persaingan sebagai bentuk upaya yang dilakukan seseorang
maupun kelompok tertentu dalam bidang produksi, perdagangan, dan
persenjataan. Suatu usaha dipahami layaknya upaya manusia dalam
mencapai tujuan tertentu di dalam kehidupan sehari - hari. Usaha,
juga dikenal sebagai jenis usaha yang beroperasi permanen dengan
tujuan menghasilkan keuntungan. Usaha dapat diselenggarakan oleh
perorangan maupun badan usaha yang berbadan hukum atau tidak,
dan berbasis dan berdomisili di wilayah tertentu di suatu negara.
Ketika terdapat dua pihak atau lebih (pelaku bisnis) yang memiliki
usaha dengan tujuan yang sama, hal tersebut dikenal sebagai
persaingan usaha. Mencapai kemenangan dalam menunjukkan
keunggulannya masing-masing.

Hukum persaingan usaha mengatur bagaimana perusahaan atau
pelaku usaha terlibat di pasar, dan bagaimana mereka berperilaku
ketika terlibat dalam kepentingan finansial mereka. Konsep hukum
tentang persaingan usaha biasanya dikaitkan dengan ekonomi
berbasis pasar, di mana penjual dan pelaku usaha lainnya secara bebas
berusaha mencari konsumen untuk mendukung tujuan perusahaan
atau bisnis yang mereka dirikan.

Menghindari persaingan usaha yang tidak sehat adalah tujuan
dari penerapan hukum persaingan usaha. Dikutip dari “Pasal 1 angka
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Solusi yang Diusulkan:

1. Penguatan regulasi melalui pembuatan regulasi yang lebih rinci
dan jelas, yang mencakup definisi khusus tentang praktik anti-
persaingan dan standar evaluasi yang jelas, dapat meningkatkan
pengawasan persaingan usaha. Selain itu, prosedur penegakan
hukum harus lebih efektif, sanksi untuk pelanggar harus
ditingkatkan, dan stakeholder harus lebih terlibat melalui program
pendidikan dan konsultasi publik. Selain itu, pemantauan dan
evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi
dan penyesuaian berjalan sesuai dengan perubahan pasar dan
menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif.

2. Peningkatan kapasitas pengawas yakni dengan memberikan
sumber daya yang memadai, pengawas dapat menjadi lebih baik
dalam mengawasi persaingan bisnis. Ini dapat dicapai dengan
memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi
karyawan lembaga pengawas. Ini termasuk mendapatkan
pemahaman yang lebih baik tentang praktik bisnis yang kompleks
dan metode untuk menganalisis data untuk menemukan
pelanggaran. Selain itu, peningkatan jumlah staf dan penguatan
infrastruktur TI akan memungkinkan pengawasan yang lebih
efisien. Dengan meningkatkan kapasitas dan sumber daya ini,
lembaga pengawas akan memiliki kemampuan yang lebih besar
untuk memastikan regulasi persaingan usaha, yang akan
menghasilkan pasar yang lebih sehat dan kompetitif.

3. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan berfungsi untuk
menciptakan lingkungan persaingan yang sehat, sangat penting
untuk bekerja sama dengan lebih banyak pemangku kepentingan,
termasuk pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi
masyarakat sipil. Salah satu cara untuk bekerja sama dengan orang
lain adalah melalui forum diskusi, seminar, dan workshop, di mana
orang dapat bertukar informasi dan pengalaman tentang cara
terbaik untuk menangani persaingan bisnis.

Simpulan

Persaingan usaha yang sehat merupakan faktor utama untuk
membangun perkembangan bisnis yang berkelanjutan dan
mendukung peningkatan ekonomi nasional. Persaingan usaha yang
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sehat mampu mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi,
meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan produk dan
layanan berkualitas dengan harga yang kompetitif. Dalam jangka
panjang, hal ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi
konsumen melalui harga yang terjangkau dan pilihan produk yang
lebih beragam, tetapi juga berkontribusi pada keseimbangan antara
kepentingan bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Namun, praktik-
praktik tidak sehat seperti monopoli, oligopoli, kartel, dan berbagai
bentuk perjanjian yang dilarang, masih menjadi hambatan besar
dalam mewujudkan persaingan yang sehat.

Praktik-praktik ini merugikan pelaku usaha lain, konsumen, serta
mengancam stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu,
diperlukan penegakan hukum yang tegas melalui pengawasan yang
efektif oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan sinergi
dengan lembaga hukum lainnya, seperti Pengadilan Negeri dan
Mahkamah Agung. Selain penegakan hukum, strategi bisnis yang
beretika, transparansi dalam proses operasional, dan penerapan
tanggung jawab sosial perusahaan menjadi elemen penting dalam
menciptakan kebiasaan bisnis yang sehat. Perusahaan yang
mengedepankan prinsip-prinsip tersebut akan mampu berkompetisi
secara adil, membangun citra positif, dan memberikan dampak yang
signifikan terhadap keberlanjutan perkembangan bisnis. Setiap pihak
yang terlibat harus saling bekerja sama dalam menciptakan praktik
persaingan usaha yang sehat, dengan upaya tersebut diharapkan
dapat mendorong untuk menciptakan manfaat positif bagi semua
pihak seperti pelaku usaha, konsumen, pemerintah dan juga negara.
Dengan menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat dapat
menciptakan ekosistem perusahaan yang inovatif, berkelanjutan, dan
berdaya saing tinggi.

Persaingan sehat mendorong perusahaan untuk meningkatkan
kualitas produk, efisiensi, dan inovasi, yang menguntungkan
konsumen dan mendorong perkembangan pengusaha. Pemerintah
berperan penting dalam menciptakan regulasi yang adil dan
menegakkan hukum, sementara konsumen juga harus mendukung
perusahaan yang menerapkan nilai-nilai keberlanjutan dan etika.
Pengusaha harus memprioritaskan dampak jangka panjang dengan
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prinsip transparansi dan keberlanjutan untuk menciptakan nilai
tambah bagi masyarakat. Praktik bisnis bermoral dan persaingan
sehat akan menciptakan industri yang mampu bertahan dalam
tantangan global.
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Pengertian Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)

Hukum kekayaan intelektual merupakan hak hukum yang bersifat
khusus (spesial) yang dimiliki oleh para inventor ataupun pencipta
sebagai hasil kegiatan intelektual serta daya cipta yang bersifat khas
dan terkini. Karya-karya intelektual itu bisa berbentuk hasil ciptaan di
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan kesusastraan, serta hasil temuan
(kreasi) di bidang teknologi.

Karya-karya di bidang hukum kekayaan intelektual diperoleh
berkat keahlian intelektual individu melalui dedikasi kekuatan, waktu,
pikiran, perasaan, serta hasil naluri ataupun inspirasi atau nurani
batin. Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) berbeda dengan hak
kepemilikan kebendaan karena HKI bersifat tidak berwujud.
Akibatnya, HKI tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih
lestari. HKI mengenal adanya hak moral, di mana sebutan pencipta
atau penemu senantiasa menyatu dengan hasil kreasi atau temuannya,
walaupun hak tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain. Selain itu,
HKI juga mengenal adanya hak ekonomi, di mana para pencipta,
penemu, dan publik bisa mengambil manfaat ekonomis dari suatu
karya cipta atau penemuan.

Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif di mana
seorang inventor atau penemu bebas untuk mengajukan atau tidak
mengajukan permohonan pencatatan ciptaan intelektualnya.
Pemberian hak eksklusif terhadap para pelaku HKI (pencipta,
penemu, pendesain, dan sejenisnya) dimaksudkan sebagai apresiasi
atas hasil ciptaan kreativitasnya. Harapannya, hal ini akan
merangsang orang lain untuk terus berkarya dan mengembangkan
diri. Pengembangan HKI ditentukan melalui mekanisme pasar yang
baik dan ditujukan untuk memajukan publik. Oleh karena itu, HKI
memahami adanya pembatasan khusus untuk menjaga kepentingan
publik. Sistem HKI mendorong adanya sistem pengarsipan yang baik
sehingga dapat menghindari munculnya karya atau penemuan yang
serupa. Melalui pengarsipan HKI yang baik, individu-individu dalam
masyarakat didorong untuk selalu inovatif dan kreatif dalam
menciptakan karya-karya intelektual yang khas dan terkini demi
kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.
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Selain kualifikasi yang telah disebutkan, Pasal 12 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa hakim,
jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak bisa ditunjuk atau
diangkat sebagai arbiter.

Ada beberapa hal penting dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Pertama, putusan arbitrase diklaim sebagai putusan yang
berkekuatan hukum tetap dan bisa langsung dimintakan eksekusi
pada Pengadilan Negeri (Pasal 60 dan 62 UU Arbitrase). Kedua, secara
tegas Undang-Undang ini menyatakan bahwa arbitrase mempunyai
kewenangan mutlak terhadap kewenangan peradilan biasa. Hal ini
sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang
berbunyi, "Pengadilan Negeri tidak berhak untuk memeriksa sengketa
yang mempunyai klausul arbitrase.”

Jenis-jenis Badan Arbitrase di Indonesia

Badan arbitrase di Indonesia dapat digolongkan menjadi arbiter
institusional dan Arbitrase Ad Hoc.

1. Arbitrase Institusional

Arbitrase Institusional memiliki Kkarakter permanen atau

melembaga. Ini adalah suatu badan khusus yang menyediakan

pelayanan administrasi, mencakup pengawasan terhadap proses
arbitrase, aturan-aturan prosedur sebagai pedoman bagi para

pihak, serta penunjukan arbiter. Beberapa lembaga arbitrase di

Indonesia antara lain:

a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI): Didirikan oleh
Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 3 Desember 1977.
Tujuan pendirian BANI adalah untuk dapat menyelesaikan
perselisihan dengan adil dan cepat atas persengketaan yang
timbul di bidang perdata mengenai soal-soal perdagangan,
industri, dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun
internasional.

b. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI): Didirikan oleh
Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 Oktober 1993. Tujuan
pendirian BAMUI adalah sebagai badan permanen yang
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berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa
muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri,
keuangan, dan lain sebagainya di kalangan umat Islam.

2. Arbitrase Ad Hoc
Arbitrase Ad Hoc adalah badan arbitrase yang tidak permanen,
sering disebut juga Arbitrase Volunteer. Badan arbitrase ini bersifat
sementara atau temporer saja, karena dibentuk khusus untuk
menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu sesuai
kebutuhan saat itu. Setelah selesai tugasnya, badan ini bubar
dengan sendirinya (Emirzon, 2001).

Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau
Alternative Dispute Resolution (ADR) umumnya dilakukan sebelum
kasus diserahkan ke polisi atau pengadilan. Namun, untuk kasus
dugaan perbuatan pidana yang termasuk "kejahatan kompetisi," APS
atau ADR masih bisa dilakukan meskipun kasus itu sedang dalam
proses penyelidikan oleh polisi. Hal ini karena dalam Kkejahatan
kompetisi masih dimungkinkan adanya pencabutan informasi oleh
pihak yang dibebani.

Anthon Fathanudien

207



Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)

Daftar Pustaka

Adolf, H. (2005). Hukum Perdagangan Internasional. Raja Grafindo
Persada.

Emirzon, J]. (2001). Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar
Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase. Penerbit
PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hariyani, I. (n.d.). Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan
Intelektual) Yang Benar Membahas Secara Runtut dan Detail
tentang Tata Cara Mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual.
Pustaka Yustisia.

Hariyani, I. (2008). Penyelesaian Kredit Macet Melalui Hapus Buku dan
Hapus Tagih Bagi Debitur UMKM di Bank BUMN. Universitas
Jember.

Mulyono, E. (2007). Penyelesaian Sengketa dan Fungsi Mediasi.
Program Studi Magister lmu Hukum, Program Pascasarjana,
Universitas Jember.

Usman, R. (2003). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
(First Edit). Penerbit PT.Citra Aditya Bakti.

Anthon Fathanudien



Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)

PROFIL PENULIS

Anthon Fathanudien, S.H., M.H., CPM.
Penulis lahir di Cirebon 29 Agustus 1979, S1
Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Swadaya Gunung Jati (UG]J)
Cirebon lulus tahun 2003 dan S2 dari
Magister [lmu Hukum dengan Konsentrasi
Hukum Bisnis dan Otonomi Daerah di
Universitas Swadaya Gunung Jati (UG])
Cirebon lulus tahun 2008. Penulis sekarang
sedang melanjutkan studi S3 pada
Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) bidang IImu
Hukum di Universitas Pasundan Bandung. Saat ini penulis beraktivitas
sehari-hari mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kuningan dengan
mengampu matakuliah Hak Kekayaan Intelektual, Hukum
Perlindungan Konsumen, Hukum Ketenagakerjaan, Sosiologi,
Sosiologi Hukum, Hukum Bisnis, Praktik Kemahiran Peradilan Pidana,
Perbandingan Hukum. Selain mengajar penulis aktif sebagai Advokat
dan konsultan hukum serta menjadi Mediator non Hakim.

Karya penelitian penulis yaitu “Kebijakan Pemerintah Daerah
dalam Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten
Kuningan” yang dibiayai oleh Kemenristekdikti melalui skema
penelitian dosen pemula (PDP) dan penulis juga menulis buku yang
berjudul “Budaya Hukum Pelaku Usaha Kerajinan Batik Dalam Rangka
Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Cirebon Dihubungkan Dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan
Plered Kabupaten Cirebon)” (2017), Buku “Teori Hukum Perdata”
(2022), Buku “Pengantar Filsafat [lmu Dalam Perspektif Kekayaan
Intelektual” (2023), Buku “Pengantar llmu Hukum” (2023), dan buku
“Praktik Kemahiran Peradilan Pidana” (2024).

Anthon Fathanudien

209



1};'

BAB 13
HUKUM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL

Teten Tendiyanto, S.H., M.H.
Universitas Tidar




Hukum Perdagangan Inter

Pendahuluan

Hukum Perdagangan internasional memberikan pengaruh besar
terhadap sistem perdagangan pada era globalisasi. Aktivitas
perdagangan lintas negara saat ini semakin tumbuh pesat, hal ini tentu
saja didorong dengan adanya kemajuan teknologi, transportasi, dan
komunikasi yang mempermudah dalam pergerakan barang, jasa,
modal sampai ide. Dengan adanya fenomena tersebut tentu saja
melahirkan kebutuhan mendesak akan seperangkat peraturan yang
dapat mengatur, menertibkan, hingga memberikan kepastian hukum
bagi pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Hukum perdagangan internasional lahir sebagai pondasi penting
yang diharapkan dapat mengatur segala bentuk interaksi dagang
antar negara. Bukan saja mengatur terkait ekspor dan impor barang,
namun mencakup layanan jasa, hak kekayaan intelektual, investasi,
dan perlindungan terhadap praktik perdagangan yang berpotensi
merugikan. Peran Hukum Perdagangan Internasional memberikan
peranannya sangat penting mengingat tingginya potensi konflik
kepentingan yang terjadi akibat perbedaan sistem hukum antar
negara, budaya, serta kebijakan ekonomi. Selain itu adanya
kesenjangan antar negara maju dengan negara berkembang terkait
perekonomian memberikan dampak yang tidak diinginkan bagi
negara yang memiliki ekonomi lemah. Sehingga hukum perdagangan
internasional dianggap penting peranannya.

Definisi Hukum Perdagangan Internasional
Perdagangan internasional merupakan perdagangan di mana
dilakukan oleh dua negara atau lebih atau pemerintah negara dengan
negara lain melalui kesepakatan yang telah dibuat antar pihak.
Definisi lain memberikan pandangan bahwa perdagangan
internasional merupakan suatu proses saling menukar didasarkan
pada kehendak yang bersifat sukarela dari kedua belah pihak atau
lebih antar negara-negara (Aprita and Aditya, 2020). Definisi terkait
Hukum Perdagangan Internasional memiliki pengertian yang berbeda
dari beberapa ahli, berikut definisi menurut ahli:
1. Schmitthoff
Hukum perdagangan internasional merupakan sekumpulan suatu
peraturan di mana aturan tersebut mengatur hubungan -hubungan
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Perdagangan Jasa

General Agreement on Trade in Services (GATS) merupakan salah satu
perjanjian penting di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia
(WTO) yang berfokus pada pengaturan perdagangan jasa di antara
negara-negara anggotanya. GATS dirancang untuk membangun suatu
kerangka kerja multilateral yang mengatur transaksi jasa lintas
negara, mendorong terbukanya pasar jasa, serta menjaga terciptanya
iklim persaingan yang sehat dan adil di tingkat global (Europian
Commission, 2023). Perjanjian ini memiliki misi utama untuk
memfasilitasi liberalisasi perdagangan jasa, memastikan persaingan
yang lebih setara, serta membuka peluang yang lebih besar bagi
negara berkembang agar dapat berperan aktif dalam perdagangan
jasa internasional. Secara umum, GATS mencakup hampir semua
sektor jasa. Namun, ada beberapa pengecualian, seperti jasa yang
disediakan oleh pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi
otoritas publik dan layanan tertentu yang berkaitan dengan hak lalu
lintas udara.

Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional

1. Mekanisme WTO (Dispute Settlement Body)
Dispute Settlement Body (DSB) adalah organ penting dalam
struktur World Trade Organization (WTO) yang berfungsi untuk
menangani dan menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara
anggota WTO. Pembentukan DSB diatur dalam Understanding on
Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU)
yang disepakati sebagai bagian integral dari sistem WTO pada
tahun 1995 (Organization, 1995).

Dispute Settlement Body merupakan lembaga yang terdiri dari
seluruh anggota WTO yang bersidang secara khusus untuk
mengawasi dan memutuskan penyelesaian sengketa. Dalam
praktiknya, DSB memiliki peran kunci dalam menjaga kepastian
hukum, menegakkan hak dan kewajiban negara anggota
berdasarkan perjanjian WTO, serta memastikan kelancaran
perdagangan internasional. Adapun Struktur DSB adalah sebagai
berikut:
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a. DSB sebagai organ politik: terdiri dari seluruh perwakilan
anggota WTO yang bertindak khusus dalam kapasitas
menyelesaikan sengketa.

b. Panel: badan independen yang dibentuk DSB untuk memeriksa
fakta dan hukum terkait sengketa tertentu.

c. Appellate Body (sebelum krisis 2019): badan banding yang
memeriksa permohonan banding atas laporan panel.

2. Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional dapat dipahami sebagai suatu mekanisme
penyelesaian sengketa alternatif yang diselenggarakan di luar
forum peradilan nasional, dan dirancang khusus untuk menangani
perselisihan yang melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi negara
yang berbeda (Born, 2020). Dalam praktiknya, para pihak yang
bersengketa secara sukarela menyepakati untuk menyerahkan
konflik tersebut kepada satu atau lebih arbiter independen dan
netral, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, menilai, dan
akhirnya mengeluarkan putusan arbitrase (arbitral award) yang
bersifat final dan mengikat.

Keputusan arbiter umumnya tidak dapat diajukan banding
melalui pengadilan biasa, kecuali atas dasar yang sangat terbatas,
seperti pelanggaran mendasar terhadap prinsip keadilan
prosedural atau ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang
telah disepakati. Keunggulan utama arbitrase internasional
terletak pada fleksibilitas prosedural, netralitas forum,
kerahasiaan proses, serta keahlian arbiter yang biasanya memiliki
kompetensi khusus di bidang teknis atau sektor industri tertentu.
Selain itu, penegakan putusan arbitrase internasional difasilitasi
oleh berbagai instrumen hukum internasional, yang paling
signifikan adalah Convention on the Recognition and Enforcement of
Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention). Konvensi ini
memungkinkan putusan arbitrase untuk diakui dan dilaksanakan
di lebih dari 160 negara pihak, sehingga memberikan kepastian
hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang menang
dalam sengketa.
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dari maraknya iklan dalam berbagai media promosi yang beredar di
tengah masyarakat, yang umumnya diprakarsai oleh pelaku usaha
melalui industri periklanan. Tujuannya tidak lain adalah untuk meraih
keuntungan sebesar-besarnya, meskipun iklan tersebut mengandung
unsur misrepresentasi (Prasetyo & Sembiring, 2025).

Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang tidak hanya
represif, tetapi juga preventif dan adaptif terhadap dinamika bisnis
digital era ini. Mengingat salah satu akar persoalan kerugian
konsumen adalah adanya penyampaian informasi yang tidak akurat
atau menyesatkan terkait barang dan/atau jasa. Di Indonesia sendiri
kerugian konsumen umumnya paling banyak disebabkan oleh
ketertarikan terhadap iklan atau brosur promosi yang memuat
penawaran diskon yang tidak sesuai fakta. Janji-janji yang termuat
dalam penawaran, promosi, maupun iklan sering kali tidak
mencerminkan keadaan sebenarnya dari barang dan/atau jasa yang
ditawarkan (Miru & Yodo, 2017).

Aspek dan Regulasi Hukum terhadap Praktik Periklanan
dan Marketing di Indonesia

Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen berbunyi perlindungan
konsumen berasaskan manfaat, keadilan, kesimbangan, keamanan
dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dalam praktik
pemasaran modern, pelaku usaha dihadapkan pada kompleksitas
regulatif yang menuntut kepatuhan terhadap berbagai aspek hukum
yang memiliki peranan strategis dalam menjamin tertibnya aktivitas
bisnis sekaligus melindungi kepentingan konsumen. Salah satu aspek
sentral yang tidak dapat diabaikan adalah hukum perlindungan
konsumen, yang di Indonesia diatur melalui UU Perlindungan
Konsumen. Instrumen hukum ini mewajibkan setiap pelaku usaha
untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang aman dikonsumsi,
memenuhi standar mutu yang berlaku, serta tidak mengandung unsur
penyesatan informasi terhadap konsumen. Hal ini telah dijelaskan
dalam Pasal 8 huruf f UU Perlindungan Konsumen yang pada dasarnya
telah jelas melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan
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periklanan, yang mulai menyadari pentingnya mengedepankan
keamanan data dan privasi dalam setiap aktivitas komersial yang
berbasis digital (Tim Hukum Online, 2021a).

Penguatan kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) menjadi urgensi dalam menghadapi dinamika
perlindungan konsumen di era digital yang semakin kompleks dan
berbasis teknologi. Pengaturan mengenai BPSK sendiri terdapat
tumpang tindih yang tidak applicable karena tidak sesuainya aturan di
UU Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang lainnya yang
menjadikan adanya cacat substansial dan menghambat tujuan dalam
melindungi konsumen sepenuhnya (Barkatullah, 2019). Salah satu
langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui digitalisasi
proses kerja BPSK, mulai dari penerimaan pengaduan, mediasi,
ajudikasi, hingga publikasi putusan yang dapat diakses secara terbuka
dan real-time. Digitalisasi ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi
dan transparansi lembaga, tetapi juga memperluas aksesibilitas bagi
konsumen yang berada di wilayah terpencil atau yang lebih akrab
dengan layanan berbasis daring. Selain itu, peningkatan kualitas
sumber daya manusia, baik dari segi kompetensi hukum, pemahaman
terhadap teknologi digital, maupun etika pelayanan publik, juga
merupakan pilar penting dalam memperkuat peran BPSK sebagai
garda depan penyelesaian sengketa konsumen. Kurikulum pelatihan
dan sertifikasi berkelanjutan bagi anggota dan staf BPSK perlu
dikembangkan agar selaras dengan perkembangan regulasi dan
praktik bisnis digital. Tidak kalah penting, dukungan anggaran yang
memadai serta penguatan koordinasi dengan kementerian teknis dan
lembaga pengawas lainnya diperlukan untuk memastikan BPSK tidak
hanya hadir secara formal, tetapi juga berfungsi secara substantif dan
relevan di tengah perubahan lanskap perlindungan konsumen
kontemporer.

Dalam konteks penyelesaian sengketa konsumen di era digital,
pembangunan Online Dispute Resolution (ODR) menjadi solusi inovatif
yang mendesak untuk diimplementasikan sebagai respons terhadap
keterbatasan mekanisme konvensional. ODR menawarkan sistem
penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses
oleh konsumen yang melakukan transaksi secara daring, khususnya
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dalam menghadapi pelaku usaha yang tersebar secara geografis atau
bahkan lintas yurisdiksi. Mekanisme ini memungkinkan proses
penyampaian pengaduan, Kklarifikasi, negosiasi, hingga ajudikasi
dilakukan sepenuhnya secara elektronik, dengan memanfaatkan
bukti-bukti digital seperti tangkapan layar, email, rekaman transaksi,
serta metadata yang dapat diverifikasi keasliannya. Dengan
pendekatan berbasis teknologi ini, ODR tidak hanya mengurangi
hambatan geografis dan biaya, tetapi juga menjawab kebutuhan
konsumen akan kecepatan dan kepraktisan dalam mendapatkan
keadilan. Keberhasilan pembangunan ODR memerlukan landasan
regulatif yang kuat, sistem keamanan digital yang andal, serta desain
prosedur yang menjamin kesetaraan posisi antara konsumen dan
pelaku usaha. Di samping itu, integrasi antara platform ODR dengan
sistem BPSK dan lembaga pengawas terkait juga diperlukan agar
mekanisme penyelesaian sengketa dapat berjalan secara sinergis dan
berkesinambungan dalam ekosistem perlindungan konsumen digital.
Untuk itu, diperlukan pendekatan regulatif yang adaptif dan progresif
melalui pembaruan legislasi, penguatan instrumen perlindungan
konsumen berbasis digital, serta pengembangan kerja sama
internasional dalam bentuk mutual legal assistance dan penerapan
mekanisme penyelesaian sengketa daring lintas negara (online cross-
border dispute resolution) atau disingkat ODR. Upaya tersebut penting
untuk menjamin Kepastian hukum, akses keadilan, dan efektivitas
perlindungan konsumen dalam ranah periklanan digital yang semakin
berkembang (Nugraha, 2024).

Yang tidak kalah pentingnya juga ialah kolaborasi antara
pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil memegang peranan
sentral dalam upaya peningkatan literasi hukum konsumen dan
kesadaran masyarakat akan hak-haknya dalam transaksi ekonomi.
Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan memiliki tanggung jawab
untuk menyediakan regulasi yang jelas, program edukatif yang
terstruktur, serta infrastruktur pendukung yang mampu menjangkau
seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, pelaku usaha memiliki
kewajiban moral dan hukum untuk mendukung upaya edukasi
tersebut, antara lain melalui transparansi informasi, penerapan
praktik bisnis yang bertanggung jawab, dan keterlibatan dalam
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kampanye perlindungan konsumen. Sementara itu, masyarakat sipil
baik melalui organisasi non-pemerintah, lembaga advokasi, maupun
komunitas  berbasis  konsumen berperan sebagai agen
penyebarluasan informasi, pengawasan terhadap praktik bisnis yang
merugikan konsumen, serta penghubung antara masyarakat dan
otoritas terkait. Sinergi ketiga elemen ini menjadi penting untuk
membentuk ekosistem perlindungan konsumen yang adaptif
terhadap tantangan era digital, di mana informasi bergerak cepat dan
bentuk-bentuk pelanggaran hak konsumen semakin kompleks.
Melalui pendekatan kolaboratif, edukasi hukum dapat dijalankan
secara lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat posisi
tawar konsumen dalam menghadapi dinamika pasar yang terus
berkembang (Fajari & Yuliastina, 2025).
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Konsep Dasar Hukum Lingkungan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan
alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selaras dengan Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa lingkungan
hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan hal
tersebut, menegaskan bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup di
Indonesia harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan
rakyat dan keberlangsungan lingkungan hidup di dalamnya.

Secara yuridis, wilayah lingkungan hidup Indonesia mencakup
seluruh ruang di mana negara memiliki kedaulatan dan yurisdiksi.
Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra, serta
berada dalam iklim tropis dengan variasi cuaca dan musim,
menjadikan kondisi geografis dan ekologis Indonesia sangat penting.
Wilayah ini menjadi tempat utama bagi masyarakat dan bangsa
Indonesia dalam menjalankan kehidupan sosial, kebangsaan, dan
kenegaraan dalam berbagai aspek. Selain itu, Indonesia memiliki garis
pantai terpanjang kedua di dunia serta jumlah penduduk yang besar.
Indonesia juga kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya
alam yang harus dijaga dan dikelola melalui sistem perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang menyeluruh, mencakup
ekosistem laut, darat, dan udara secara terpadu berdasarkan prinsip
wawasan lingkungan (Widodo, 2023, pp. 2-3).

Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi geografis strategis
dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memerlukan sistem
hukum yang mampu melindungi dan mengelola lingkungannya secara
menyeluruh. Dalam hal ini, hukum lingkungan hadir sebagai cabang
ilmu hukum yang berkembang seiring meningkatnya kesadaran akan
pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. (Muhjad, 2015, p.
1) menyatakan hukum lingkungan tidak hanya mencakup aturan
administrasi pemerintahan, tetapi juga melibatkan aspek perdata,
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menyatakan setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian
fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut,
ditegaskan bahwa setiap orang, termasuk pelaku usaha, memiliki
kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Kewajiban ini bersifat normatif dan menjadi dasar hukum yang
mengikat bagi dunia usaha untuk menjalankan aktivitasnya tanpa
merusak lingkungan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup ini mewajibkan pelaku usaha untuk menyusun dokumen
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan
yang berdampak penting terhadap lingkungan, sebagaimana diatur
dalam Pasal 22 sampai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di
samping itu, Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan
perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup. Bila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut,
maka berdasarkan Pasal 76 hingga Pasal 120 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, mengatur mengenai sanksi administratif,
gugatan perdata, gugatan administrasi, dan sanksi pidana.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya bersifat
imbauan, tetapi juga memberi kekuatan hukum yang tegas untuk
memastikan dunia usaha bertanggung jawab secara penuh dalam
menjaga kelestarian lingkungan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, menyatakan Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

a. Amdal;
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b. UKL-UPL; atau
c. SPPL.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup merupakan regulasi yang memperjelas prosedur
penyusunan dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, dan
SPPL. Dengan adanya aturan ini, dunia usaha diharuskan
menjalankan aktivitasnya secara transparan, terukur, dan
bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, sehingga
mencegah potensi pencemaran atau kerusakan yang lebih besar.

Setiap kegiatan usaha harus disesuaikan dengan tingkat
risikonya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan
penggunaan sumber daya. Untuk usaha dengan risiko terhadap
lingkungan, mewajibkan pelaku usaha untuk melengkapi dokumen
lingkungan hidup sebagai syarat utama dalam memperoleh izin
berusaha. Penentuan risiko ini dilakukan berdasarkan jenis
kegiatan, skala, dan potensi dampaknya terhadap lingkungan
hidup. Dengan pendekatan perizinan berbasis risiko, pemerintah
berupaya memastikan bahwa hanya usaha yang memenubhi standar
kelayakan lingkungan yang dapat beroperasi, sehingga tercipta
keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan
lingkungan.
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Pendahuluan

Perkembangan dunia bisnis yang pesat di era globalisasi yang terjadi
saat ini membawa serta dinamika baru dalam interaksi ekonomi. Di
era globalisasi yang semakin maju ini, sengketa bisnis menjadi suatu
bagian yang tidak dapat terhindarkan. Sengketa bisnis dalam berbagai
bentuk dan konteks seringkali terjadi. Maka dalam menyelesaikan
permasalahan terkait sengketa dalam bisnis diperlukan penyelesaian
sengketa yang tidak hanya efektif juga adil bagi kedua belah pihak
supaya hubungan dalam bisnis bisa tetap terjalin secara harmonis.
Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis memerlukan proses yang
kompleks dan seringkali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit
apabila ditempuh melalui jalur hukum formal. Maka dari itu, di era
kontemporer ini seringkali penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur
alternatif serta dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam
seperti prinsip keadilan, transparansi dan tanggung jawab bersama
menjadi begitu populer sehingga menciptakan solusi yang adil dan
inklusif khususnya dalam beberapa kasus sengketa bisnis yang terjadi
di Indonesia (Dudang Gojali, 2023).

Jalur penyelesaian sengketa bisnis mempunyai 2 (dua) jenis yaitu
penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan penyelesaian sengketa
melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa bisnis jalur litigasi
merupakan proses penyelesaian sengketa dengan melalui lembaga
peradilan, di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan seluruh
permasalahannya dengan membawa serta bukti-bukti serta saksi-
saksi yang relevan demi mempertahankan segala hak-haknya untuk
diselesaikan di muka pengadilan. Adapun dalam penyelesaian
sengketa melalui jalur litigasi ini hasilnya akhirnya menghasilkan
putusan dengan harapan putusan pengadilan tersebut mempunyai
solusi yang adil untuk kedua belah pihak yang berperkara (win-win
solution). Proses yang ditempuh melalui jalur litigasi ini bersifat
formal (very formalistic) dan bersifat teknis (very technical). ]. David
Reitzel mengatakan, dalam setiap perkara yang diselesaikan oleh
lembaga peradilan hingga sampai hasil putusan yang berkekuatan
hukum tetap memerlukan waktu yang tidak sebentar dan harus antri
menunggu “there is a long wait for litigants to get trial” (Yahya
Harahap, 2009).
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dari para ahli, dengan syarat mengikuti aturan serta mekanisme
seperti yang tertuang dalam pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 1999.

Media Digital Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa
Bisnis Kontemporer

Alternatif penyelesaian sengketa menggunakan media digital/online
tidak jauh berbeda seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa lainnya. Perbedaannya terletak pada cara atau metode yang
digunakannya, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi serta sarana
elektronik lainnya. Dalam arbitrase secara online, seluruh prosesnya
seperti pendaftaran, pemilihan arbiter, penyerahan dokumen,
pembuatan serta pemberitahuan putusan seluruhnya menggunakan
mekanisme secara online (Faizal & Rachmad, 2019).

Mahkamah Agung serta pengadilan yang berada dibawahnya
sejak tahun 2018 sudah meluncurkan sistem layanan yang berbasis
online (E-Court). Hal tersebut merupakan suatu langkah terobosan
dalam menghadapi era 5.0 ini. Demikian pula alternatif penyelesaian
sengketa (alternative dispute resolution) menggunakan sistem yang
berbasis online (online dispute resolution). Baik ADR maupun ODR
keduanya sama hanya saja mekanismenya yang berbeda (Riyadus
Solikhin, 2023).

Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia berdasarkan UU No. 30
Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
yaitu melalui dua jalur, jalur litigasi (pengadilan) dan Non-litigasi.
Terkait sistematika alternatif penyelesaian sengketa jalur non-litigasi
pada era kontemporer kini melibatkan sistem berbasis online atau
yang dikenal Online Dispute Resolution (ODR). Dengan adanya
mekanisme penyelesaian sengketa melalui media digital ini dapat
memudahkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan
permasalahannya dengan cara yang lebih mudah serta menghemat
waktu dan biaya. Pembentukan peraturan perundang-undangan
mengenai penyelesaian sengketa jalur litigasi maupun non-litigasi
berbasis online ini penulis rasa sangat penting sekali, salah satunya
sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara
khususnya terkait penyelesaian sengketa di era kontemporer ini.
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Dunia bisnis saat ini bergerak begitu cepat. Inovasi teknologi yang pesat,
perubahan lanskap ekonomi global, dan dinamika sosial yang ferus
berkembang tfelah menciptakan lingkungan yang kompleks sekaligus
penuh peluang. Di tengah semua ini, Hukum Bisnis berperan sebagai
kompas esensial bagi setiap pelaku usaha, dari startup yang baru merintis
hingga korporasi multinasional yang sudah mapan. Tanpa pemahaman
yang memadai tentang kerangka hukum yang berlaku, risiko kerugian,
sengketa, dan hambatan tak terduga bisa jadi penghambat kemajuan
bisnis Anda. Buku Hukum Bisnis Kontemporer ini hadir untuk menjembatani
kesenjangan antara teori hukum yang terkadang terasa kaku dengan
praktik bisnis sehari-hari yang sangat dinamis. Kami paham bahwa hukum
bisnis bukan sekadar pasal-pasal dan undang-undang, tapi lebih kepada
bagaimana aturan-aturan tersebut diaplikasikan dalam keputusan
strategis, operasional, dan interaksi bisnis. Oleh karena itu, buku ini tidak
hanya menyajikan dasar-dasar hukum bisnis yang relevan, tetapi juga
mengupas isu-isu terkini dan tantangan yang dihadapi dunia usaha di era
modern. Beberapa topik utama yang dibahas dalam buku ini meliputi:

1. Pengantar Hukum Bisnis Kontemporer: Definisi, Ruang Lingkup, dan
Perkembangan

Etika dan Hukum Bisnis

Hukum Kontrak dan Perjanjian Bisnis

Hukum Perusahaan
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